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Abstrak

Berlarui’nya penyeiesman sengketa pem:lukadu D'I sejumlah wr]ayah
dapat ‘menimbulkan .konflik -horizontal di masydrakat, ini mencerminkon
bahwa !{epennngan pohhk dapat memmbuikan kemwanan dalam ‘skalo
' besar apab:la tidak . disiapkan piranti. hukum -yang -tegas mengatur.
T:mbu!nya kemwanun sebagai-akibat dari sejumlah permasalahan dalam.
penyelenggaraon pemilukada yang tidak diselesaikan. hingga tuntas dapat
bernotensi menjadi gangguan kaomtibmas. Karenanya diperlukan aktivitas
intelijen dalom rangka -meningkatkan kegiatan deteksi dan identifikasi
terhadap hal-hal yang merupakan atau termasuk potensi gangguan yang
diperkirakon dapat berkembang menjodi.gongguan nygia, sehingga situasi
kamtibmas bisa terbangun secara kondusif.

Kata Kunci:

Politik, Pemilukada, Kerawanan, Kamtibmuas, Intelifen.

Pendahuluan

Secara umum suhu politik di Indonesia menjelang Pemilu 2009 telah
mengalami peningkatan dari hari kehari walaupun tidak terlalu signifikan dan
teriihat masih relatif aman, berbagai kegiatan politik merupakan bagian dan
dinamika demokrasi vang sedang berkembang, dengan diwarnai berbagai
kegiatan masyarakat termasuk pelaksanaan pentahapan kegiatan Pemilukada
tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kotamadya, namuntetap perlu meningkatkan
kewaspadaan guna menganiisipasi kernungkinan adanya kegiatan masyarakat
yang dapat berimplikasi terhadap stabilitas keamanan. Perkembangan politik

nasional akhir-—alkhir ini dipengaruhi oleh perkembangan di sekior ekonomi
terutama adanya gejolak ¢i masyarakat sebagai dampak dari kebijakan
Pemerintah yang menaikkan harga BBM yang kemudian berimbas pada

1 Brigjen Pot (P} Drs. Idris, SH., MH, dosen Manajemen intelijen, PTIX/Selapa Pol/Pasca Sarjana Ul Kajian intelstrat.
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naiknya harga sejumlah bahan pokok dan jasa angkutan/transportasi, dimana
‘aksi demo/unjuk rasa yang dilakukan oleh para aktifis, mahasiswa, %:;uruh._-. '
dan sejumlah komponen masyarakat lainnya mem;c'r hmbuinya bentrakanf_-
dmgan petugas/Polri di lapangan karena aksi massa nengunjik rasa ’telan:
menjurus pada aksi/tindakan anarkhis,

Sementara ity pelaksanaan Pemilukada di sejumlah daersh reia‘df
oerialan dﬁngdn lancar walaupun di wama dengan aksi protes dan aaanya
ketidak puasan dari I kontestan pesert 'ycng kadang-kadang memurus pada
' a?’s%za’réﬁ'z*k"'ﬂf*mnu’zarrc. dari mereka ﬂar‘sg mengalami kekelahan, namun pada:

umumnya masih dapat diredam ataupun diatasi oleh aparat’ mengamaﬂdn/'_ _
' Foiri. idi” kewﬁayahan Sasaram kemarahan massa’ peserta’ yang “katah juga}
dxaiam; oleh petugas KDGD dan petugas TPS di lapangan yang diangzap
miemihak pasaﬁga’"'“eﬁeﬁw fyang menang) atat dianggap berlaky rufarzg'
dalam pelzksanaan perusukan/penentuan suara; Dan dalam belaksanaan'
Pemilukada Propinsi dan Kabupaten/{otamadya tersebut diwarnai dengan
kejutan karena adanya pasangan vang fidak diunggulkan justru mengatami
kemenangan dari pasangan lainnya yang diusung oleh Parpo! besar/mayoritas,
dan pasangan yang menang tersebut umumnya diusung oleh Parpol Yang
berlatar belakang agama, hal ini dimungkinkan karena system pemilihannya
adalah langsung oleh rakyat dan rakyat bebas uniuk menentukan pilihannva
dan intervensi dari Parpol tidak banyak berpengaruh. Dan berkaitan dengan
itu sering ditemukan tulisan/statement vang cenderung membrovokasi
dan mengintimidasi masyarakat dengan memojokkan pasangan calon
tertenty, vang antara iain berisi : isu korupsi, penyelewengan dana proyek
pémbangunaﬂ iiazah palsu, kecurangan pada masa kampanve dan saat
pemilihan dll, namun kenyatzannya tidak banyak berpengaruh terhadap
sikap masyarakat untuk menentukan pilthannya.

Adanya acara diskusi/sarasehan/seminar di sejumlah tempat di fakaria
dan kewilayahanvyang dihadiri oleh sejumiah tokoh politik, tokoh Parpol, toksh
masyarakat, LSM, tokoh mahasiswa, dimanz materirapat lebih menjurus pada
mengungkap ketidak berhasilan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan
dibidang ootk ekons T R T IS SET e B ey SIS STEr TS
daerah. Hal ini bukan tidak mungkin dilakukan ataupun disponsori oleh pihak
oposisi atau vang berseberangan dengan Pemerintah maupun para politisi
yang memanfaatkan situasi dalam mencari celah kelemahan Pemerintah,
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belum. lagi adanya sejumiah pejabat Pemerintah baik tingkat pusat maupun
daerah iermasuk pEJabat/apafaLur penegak hukum dan pejabat leglsiam“'_.
yang dipenksa atau duadskan tersangka karena meiakukan penylmpangan'_

?amilu 2009 yang akan datang

Berbagai manuver poiitik teiah dilakukan ke!cmpok atau ﬁalangan
poiitik tertentu dengan mengeksploitasikan sejumiah kelemahan Pemerintah
dan kekecewaan masyarakat guna“imenarik simpati‘dan-dukungan-dalam:
mendukung gerakan mefeka antara lain dengan mengangkm iSu-isu se%:sagal

a. _-_Berbagal kebijakan vang dianggap tdak populis, seperti kenaikan harga
8BM.

o

Berbagai kebijakan yang penanganannya dianggap tidak menvelesaikan
.masalah, seperii penyelesaian konflik antar kelompok masyaraket di
wilayah yang tidak tuntas.

c. Berkembangnya isu-isu yang mendiskreditkan Pemerintan.
d. Peiayanan publik yvang belum baik, terutama dibidang transportasi.

e. Perkembangan netralitas birgkrasi masih semu, ferutama dalam
petaksanaan pemilukada disejumlah wilayah.

. Praktek KKN dilingkungan Pemerintah yang belum seluruhnva dapat
diungkap oleh peradilan.

Adanya konflik yvang terjadi di lingkungan eksekutif, lagistatif dan parpol,
seperti penggunaan hak angket dan inferpelasi yang dapat berdampak
pada impeachment (permakhzulan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden,
vang akan mempengaruhl instabilitas pemerintahan maupun konfiik antara
parpol nendukung Pemerintah dengan kelompok parpoi vang menghendaki
penggunaan hak angket, sementara ity terjadi konflik dilingkungan internal

eksekutif yang ditandei dengan ketidak sinkronan diantara Menteri dalam
mengimplementasikan  kebijakan Presiden, kemudian konflik internal
parpol terutama yang berkaitan dengan adanya ketidak percayaan terhadap
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pengurus parpci dan atau perebman ;abatan pengurus dalam organlsasx_':-_'

dlimgkungan parpol dimana kesemuanya int diungkap pada ‘sejumlah

mass- medla cetak daﬁ elektronik sehmgga dapat’ menurunkan kepercayaan'.f
ﬂasvarakat ter hadap Pamer ntah maupuﬂ Parpo! dan’ paaa akhlmya kondeI_'

tersesm dapat merdampak  timbulnya’ sikap” apatzs ‘masyarakat dalem

pelar’sanaan Pernilu 2002 vang akan datang, antara lain ada \;ang tidak lkut'”
daiam p_emihha_n _{go_lput)._ : y 2 e

Permasaﬁaham Banam Benyeiemgaman Pamaﬂukaaia ;

Sewmiaw permasa!ahan yaﬂs cénden‘n'ﬁkasnkan dapat mmsmbulkan:
kerawanan yaitu : e

1. Adanya salah tafsir dan kebijakan vang berkaitan dengan regulasi
Pemifukada, '

Daiam Undang-Undang Permily mengharus%‘an aahwa pasanra'@ Capres
dan Cawapres merebut suara 50% plus 1 agar dapat menjadi pemenang,
fidal demildan dengan Pemilukada, dimana pamenang cukup memiliki
suara 25% plus 1 seperfi termakiub pads Pasal 107 ayat {2} Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 dan Pasal 85 ayat (2} PP MNo.6 tahun Z805.

2. Kecurangan dalam administrasi data pemilih,

Masalah administrasi data pemilih yvang dikembangkan oleh pihalepihak
vang kalah menjadi isu vang lebih meluas sepertl terjadinya kecurangan
kaberpihakan KPUD, intervensi Pemerintzh dan adanya money politics.

Lak

KPUD vang disinyalir bertindak tidak netral,

Adanya penilaian terhadap KPUD di sejumlah wilayah vang dianggan
fidak netral dan dituduh sering bermain mata dengan pars calon
terutame Kepala Daerah vang sedang menjebat diindikasikan melakuikan
fecurangan guna memenangkan pasangan calon Kepaia Daerah.

4. Panitia Pengawas {Panwas) vang tidak bertindak tegas,

[Mimimumn ol mbemoimmoyom oo Erplemdny  Smmdopn ot Thoweavarne srmeyer dmipdode e oovmpmgy
1 B e e i 2R EE i e ‘

4

bertindak tegas untuk menindak pasangan celon yang melakukan
nelanggaran, seperti politk uang, pemalsuan nominal pemiiih dsb yang
banvak diketahui umum.
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5. Kandidat \,'ang 'tadak saap kaiah

' ::"Pa __kandldatataucalonyanglkutpem:lukadasermgtzdaksrap untukkaiah
“atau mereka tidak: Eegowc dalam:menerima hasil pemilukada, mereka .
"umumﬂya merasa ’adak puas dengan has;l pemliukada karena dltenga rai

sudah banyak meﬂgetuarkan uang untuk. membnaya: pemuiukadanya _ _'
. menuduh Pemermtah dan atau KPUD berpihak kepada pemenang, pada -
akh;mya calon yang kaiah tersebut meiaku%an ancaman dan menghasut/ -
menggerakkan massa untuk metakukan kertbutan : S '

5. 'Parpel yang ‘adak melakukan pendtd;kan potmk

.-"::Umumnya parpol yang memadl kendaraan polr‘nk atau yang mendukung_l.., :

-para: “calon cencierung tidak: me[akukan nendxd;kan polmk kepadaf:

--_--_masyarakat mereka hanya meiakukan kampanye tentang calon yang -
:dlusungnya maupun tentang hai«—hai yang ‘baik dari parpolnya, baman
haE hal vang . tzciak drperboiehkan atau driarang dalam pelaksanaan"
kampanye maupun pemmhan ser;ng t:dak disampalkan kepada massa'_
: penéukungnya '

7. .Adanya kelompok kepennngan

Dalam pelaksanaan pemﬁukada disejumlah weiayah sering diketemukan
_keiompok masyarakat tertentu yang mempunya: kepentingan melakukan
intimidasi melalui orang-orang yang dtbayar para provokator bahkan
me;_wggerakkan_para preman dalam bentuk melemparkan isu sara (suku,
égéma ras) guna mendiskreditkan calon Kepala Daerah yang menjadi
saingan atau lawan atau rival politiknya sehingga rakyat terpengarih
untuk tidak mem:hhnya

8. Tentang legitimasi publik,

Adanya kenyataan tentang Kepala Daerah yang terpilih atau berhasil
keluar sehagai pemenang dalam pemilukada jusiru mendapat dukungan
vang sangat rendah dari masyarakat daerahnva. Hal ini bisa terjadi karena
masyarakat tidak melihat calon alternatif lain yang dianggap lebih baik

dari.vang.terpilih.fkarepa.hanyak.masalah. dshl atau dengan kata lain,

daripada tidak ada atau memilih yang terbaik diantara yang jelek.
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' 9 Keputusan MA (Mahkamah Agung) vang dianggap kurang proporsnonal

Keputusan MA dakam memutuskansengketa dtanggap peserta pemliukada .
-f-hdak proporszonai yang dapat memicu berlarut—larutnya penyelesalan_:

'Anahs;s In‘tehjen terhadap Perkembangan Polmk
dalam Peiaksanaan Pem;iukada :

Beriarutnya Denye}esalan sengketa pem:lukada di se;umiah w;layah '
'dapat memmbulkan kon’lzk horizontal di masyarakat ini mencermmkan'
: bahwa kepennngan poimk dapat ra"emmbu}kan kerawanan cialam skala
besar apablta tndak d:srapkan mranﬁ hukum yang tegas mengatur di sisi lain
menumu%\,?an adanya s:kap Pemeramah yang kuraﬂg tegas dalam meﬂgambif
Pepu{usan dapat dlanggap sebagai s&kap mendua atau tebang pilik yang
bez’dampa}f pada menurunnya citra Pemermtah dimata masyarakat khususnya

kalangan potlitisi. Sedangkan adanya segumlah Parpol vang tidak lolos verifikasi
KPU karena tidak memenuhi svarat yang telah ditentukan menimbulkan
permasalahan tersendiri yvang perlu menjadi atensi karena proses verifikasi
Parpol. untuk menjadi peserta Pemilu 2009 adalah salah satu tahapan yang
paling krusial, mengingat kegiatan tersebut sarat dengan kepentingan
politik kelompok maupun golongan, sehingga protes dan pengerahan massa
termasuk aksi unjuk rasa yang menjurus anarkhis akan dilakukan oleh Parpol
yang diverifikasi untuk mempresure KPU agar meloloskan Parpolnya menjadi
neserta Pemilu 2009. Sementara itu Parpol yvang idak lolos akan me lakukan
gugatan hukum terhadap KPU berkaitan dengan keputusan hasil verifikasi,
sehingga hal tersebut tentunyes akan menghambat E(Eﬁérja KPU dalam
pelaksanaan tahapan Pemily 2008,

Adzrye pasengan peserfa Pemilukada di sejumlah witayah vang hanya
divsung oleh Parpol minoritas tetapl justru keluar sebagai pemenang
menunjukkan bahwa dominasi Parpol besar atau berbasis kust fidak menjadi
jaminan untuk-mempengarunhl rakyat untuk memilih pasangan tertentu

rermiamevaneddukensulehrfarpotensehetrhabinbrrencerminken-bay
rakyat bebas memilih pasangan vang sesuai dengan aspirasinya atay yang
may mamperhatikan kepentingan rakyat tidak hanya janii saja, kendisi ini
rentunya akan berpengaruh pada Pilpres 2002 vang akan datang.
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Sernentara itu eskalasi politik sampat.dengan akhir tahun, 2008 akan
semakm menmgkat dan perlu diwaspadai terutama- banyaknya aksi unjuk-
rasa yang. cendemng anarkhls dengan bcrbaga; aiasan daﬁ !atar beiakang
\.gaﬂg bérb&da da{am menga;ukaﬁ tunutannya darz aiasan e%:onom yaity
kenaikan Harga Bﬁf\/} "giang mengaksbatkan ﬂaiknya kebuwhan bahan"ff'
pemk*dah %ransportas tnkanan d:m xaiangan poimSi yang menganggap__'
Pemerintah tidak mampu mengatasi permasaiaha“’; dibidang politik, ekonomi
dan keamanan, masalahkesejahteraan buruh; kondlik horizontal disejumiah
wzlayah i, yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh ferhadap kondisi
Pemaiu 2609 atau. bahkan dengan a%asan i:eamanan atau situasi yang
tidak. kondusnfjustru menjadr bahan bam Pemermtah untuk menunda atau -
memundurkan peiaksanaan Pemllu 2009

Sahwa “"smbu[m/a kerawanaﬂ sebagai akibat dan se;umiah permasalahan
daiam penyelenggaraan pem;lul{ada vang tidak diselesaikan hingga tuntas
dapat berpotensi menjadigangguan kamiibmas, untuk rtu perlu mendapatkan
pernahan terhadap hal- hal sebagai berilkut ;.

a.” Adanva unjuk rasa yang disertai dengan pelanggaran hukum seperti :
melawan petugas, pengrusakan dan atau pembakaran fasilitas umum
dan pribadi- mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

b. _:Bentrokan fisik antar kelompok yang berbeda |deo!ogl atau perbedaan
al;ran agama.

c. -Bentrokan massa antar pendukung parpol.
d.. Bentrokan massa antar pendukung kandidat atau calon pemilukada.

e. Pengrusakan oleh massa dalam masalah pemekaran daerah (umumnya
diiakukan cleh massa calon pemilukada vang kalah).

f.  Politik uang dalam pelaksanaan pemilukada.

g. P_e_hggunaan senjata tajam, senjata api maupun bahan peledak oleh
massa yang terlibat kenflik.

hee-fdanya-kelompol-kelompok.radikal-maupun.golongan.sepaiatis. yang...

memanfaatkan moment pelaksanaan pemilukada untuk melakukan
ancaman dan atau terror terhadap masyarakat, atau menimbulkan
gangguan kamtibmas lainnya.
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Prednksn mte!sgen i‘erhadap ﬁemuiu 2@09

Apab;la permasalahan yang terjadz selama Pem;fukada 2008 tidak___?_"'
dlseiesarkan secara pmfess;onai dan propofslonal maka akan berpengaruhf' '
atau berdampak pada penyeienggas’aan Pemliu 2009 yang akan datang,___.:
umuk itu, periu. d;anhsnpast terhadap adanya sejumiah poten51 gangguan:

keamanan/kamnbmas yang mehputi hai hai sebagal bertkut

1 Potensx gangguan yang bersumber dan peraturan per~UU -an;

‘Dari kel;ma Unﬁang—Undang Paket Poimk yang s sudah dlsyahkan maupun"i'
ij’yang masih da[am proses penyt.sunan, terdapat beberapa substansi yang**_'

W, kmsxai dan berpotensu terjadinya gangguan keamanan antara laln

_Undang Undanﬁ Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemliu DPR/DPD/DPRD

' Perahhan terhadap penerapan EFectoraEThreshold (ET) dan Parilamentary'_ '

Threshold (PT) yang mengkempensass 9 (sembilan) Parpoi yang memiliki
kursi di DPR tetapi tidak Jolos ketentuan ET 3% dapat langsoog mengikuti
Pemilu 2009 dan diperbolehkannya orang-orang Parpol untuk menjadi .
anggota DPD, kondisi tersebut telah menimbulkan protes dari beberapa
kelompok politik yang merasa dirugikan dengan isi dari beberapa pasal
dalam Undang-Undang tersebut. Beberapa kelompok tersebut antara lain
dari 8 Parpol yang terhimpun dalam Kaukus Partai Masa Depan {PBSD,
PPD, PSI, PNBK, PPNUY, PIB, Partai Merdeka, Partai Patriot Pancasia) telah
mengajukan judicial review {uji materi} kepada Mahkamah Konstitusi
terhadap transisi dari ET 3% ke PT 2,5% vang dianggap diskriminatif
dan bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2003 pasal 9
ayat {1) dan avat (2), selain itu DPD juga melakukan uji materi karena
diperbolehkannya orang-orang Parpol untuk menjadi anggota DPD vang
dianggap bertentangan dengan UUD 1945 pasal 22 e ayat {4). Kemudian
RUU tentang Pemilihan Presiden, yaitu antara lain: persyaratan dukungan
Parpol atau gabungan Parpol untuk mengajukan calon Presiden,
persyaratan pendidikan, persyaratan kesehatan, persyaratan usia,

pasangan Presiden, pejabat yang akan mencalonkan agar mengundurian
diri dari jabatannya dsb.
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2. E‘—‘otens; gangguan yaﬂg bersumber- dari penyelenggaraan Pemily,

"Potensn gangguan yang bersumber ‘dari penyeienggara Pemilu, KPU
“dan’ perangkatr\ya, antara lain mehpu’n kegiatan @ pengaturan jadwal
"'Pemilu yang: d;anggap tidak ‘tepat. waktu sehingga "dapat. beraklbat
:Pemaiu dltunda ‘atau” gagal keteflambatan pembentukan- perangkat
' enyeienggara Pemliu sampa; ‘ketingkat-PPS. dapat berdampak pada
keteriamhatan peiaksanaan Pemilu, sosialisasi ‘dan koordinasi tentang
-'penyelenggaraan Pemilu: masih kurang maksimal sehingga masyarakat
bejum memahami. tentang Undang—Undang Pemilu dan tatacara Pemilu
N yang berdampak kepacia terjadmya pelanggaran pada saat kampanye dan

yang kurang maksrmal berdampak pada kurangnya kes:apan plhak—plhak
_yang terkait daiam membenkan kontrtbua penyelenggaraan pemilu, dan
kurangnya pengawasan dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu
memungkmkan terjadinya kesalahan administrasi Pemilu seperti salah
cetak pada kertas suara, kualitas barang cetakan yang buruk, perusahaan
percetakan tidak siap waktu menyelesaikan order, keterlambatan wakiu
pengiriman, salah kirim/tertukar, jumlah vang dikirim kurang/lebih,
terjadi kerusakan atau hilang, surat suara dikirim belum waktunya,
kelengkapan logistik di TPS belum siap dsb, terjadi keterlambatan dalam
proses pengadaan hard ware dan soft ware untuk pengelolaan data dan
informasi Pemilu, anggaran Pemilu yang tidak cukup atau teriambat atau
adanya kegiatan yang tidak didukung anggaran yang kesemuanya akan
berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan Pemilu.

3. Potensi gangguan yang bersumber dari peserta Pemily,

Dalam rangka strategi pemenangan Pemilu maka para peserta Pemiiu
(Parpol, Caleg, Capres/Cawapres) melakukan berbagai manuver guna
mendapatkan dukungan politik, yaitu : menyusun kekuatan internal
(rekruitmen Caleg dan Capres/Cawapres, penggalangan dana, kaderisasi
dan konsolidasi internal), mencari dukungan dari grassrcot/masyarakat
bawah, adanva konflik internal Parpol yang mengakibatkan perpecahan

dikalangan masyarakat pendukung yang dapat menimbulkan konflik antar
kelompok.
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4. Potensigangguan yang bersumber dari masyarakat konstituen,

L

'._.%LEPSA gu a,ﬁu n van

--3':Masya:rékaf ‘pendukung . peserta - Pemilu-. serta. masyarakat -pemilih
berpoﬁen& sebagal sumber terjadinya gangguan kamtibmas akibat dari-
“kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam berdemokras: maupun
" kesadaran hukum masyarakat pada umumnya yang relatif masih rendah.
+ Kelompok rmasyarakat:ini tidak sulit untuk-digengaruhi atau diprovokasi,

cdan politik’ uang sering mewarnai dalam  mendukung aks -aksi yang
sl ial ukanmereka; bahkan sering dimanfaatkan umuk melak ukan_mndaka_n__f.;
“yang cendler ur%g anarkis. e i

%3_3 Sumb rda ﬂ %fc gsaa n’{ahapmn Pem i 2008,

g

.

< dahapan ?ew%u dﬁrﬂu;a s”; ak pm‘ge;’ahan ﬁ%ﬁﬁ @a‘%ar Penﬁuéﬁu X »’30‘:@05 al

1

<z Pemilih Pemilu} deri Pemerintah{Depdagri e:ﬁm Deglu) kevaée V?R} pada

tanggeh S Apri 2;5’11%139 gkan menimbiitkan kerawanan atau menimb E“Lamﬁ

«potensi gangguan:apabila © terjedt kelalaian dalam "‘!mm’amrafz nemitih

g

- sftidak semus orang »faw hathek raemiih didafar sebagai pemilihl,
3 B 7y
4
i

~pendattaran lebih dar sekall dengan identitas
[ = 3

aln, aé"_&r”“w? Q“GL’;‘“ dan

Cgugaten politk dap ;mI i gdari Pamcéﬁz@r?eﬁ vang tidak menerima
- kegutusan dari Deplumham yang menyatalks
rendapatkan status badan hukum, atay menjadi peserta Pernliu ztau
Jhadag;f hasil verifikasi oleh KPU kepada calon peserte _Femiéu Vang
ditsloskannamun c%; f -gapue;masa%ah,aaawa ‘eﬁda?@uasam@ari F‘angi
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o

DFRD dart rasing-masing Pa ;}m yang masih bemuansa Ké{f"ér%’ rrang jelas
dalam pangaiu faugadw é mganye, penindakan vang kurang tegas atau
adanva kebarpinaksn iﬁifhau%?‘i pelanggaran kampanye, ketidaksizpan
panitiz pemilinan sehingge menimbuikan keterlambatan dalam proses
nemunguian suara, kelalafan petugas TPS seperti penyampaiazn yvang
kurang [elas kepada warga masyarakat tentang hal-hal vang berkaiian
dengan Pemiiu dapat mengakibatian kesalahan daiam pengisian formulir,
saat pencoblosan yang dapet menimbulkan sziah paham antara petugas

danwarga masvarakat, hal-nat lainnya adalan sepera manipulasi data oleh’
anggoia penvelenggara, kecurangan atau kesalazhan dalam penghitungan
suara, keticakpuasan atau penociskan dari Parpol tertentu terhadep hasit
penetapan dari panitda pemilinan dsb.
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-6, -'-P'tens: gangguan yang bersumber dari gakkum aparat keamanan _

_ _anya pengambllan keputusan kebi}akan,t‘indakan dar;apara’c penegak
wkum, ‘aparat keamanan maupun aparat:Pemda yang dianggap tidak
onsasten ﬁdaktegas cenderung memlhak/daskrtmmahf dan meiampau;
chatas- wewenangnya daiam menangam sengketa ‘atau” pelanggaran
P mllu ‘sehingga” memmbulkan pfotes dan masyarakat dan berakibat
. -'-.'terjadlnya bentrok antar massa pendukung, pengrusakan perkelahlan
] ngamayaa'n dsb TR Y

Y Wa aupun pelaksanaan Pem;lukada sampatdengan men;eiang akh:rtahun
"""2008 ini relatif berjalan dengan aman “‘dan kondu51f namun monltormg
i proses peiaksanaan Pem;lukada tetap dlfakukan agar kejad:an kejadian
o '~men0njol dapat terdetekSt secara d:m ‘Sementara itu penyeiesalan
' "-='fpermasafahan Pem;iukada dnperiukan suatu-keputusan yang cepat dan
" tegas dari Pemerintah Pusat untuk menghmdarl konflik yang berlarut-
“Harutyang dapat berdampak gangguan pada aktnﬁtas masyarakat maupun
* ““kamtibmas. Oleh karena ity periu melakukan pemantauan secara intensif
“dan bekerjasama dengan instansi “terkait maupun dengan aparatur
' keamanan di ‘kewilayahan' ‘terhadap pelaksanaan Pemilukada selama
- tahun 2008 terutama ‘pada daérah:daefah'\jahg rawan konflik, sehingga
"'muncu!nya pOtEhSI konflik dapat segera dlketahm dan dieliminir secara
dini. Dan disamping itu adanya aksi-aksi unjuk rasa yang marak disejumiah
wiltayah yang lebih pada alasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
.-perlu diwaspadai menjelang tahun 2009 karena-dapat dimanfaatkan oleh
para-ickoh politik terutama vang bersebrangan dengan Pemerintah guna
.+ menurunkan citra:-Pemerintah dimata masyarakat, yang tujuan akhimya
-..-adalah Pilpres 20089.. o

2. Bahwa setiap hakekat gangguan terhadap proses pelaksanaan Pemilu
* 2009 perlu dilakukan upaya pengamanan sebagae berikut :

a. Kegiatan intelij jen dalam rangka early detection dan early warning,

Meningkatkan kegiatan deteksi dan identifikasi terhadap hal-hal
vang merupakan atau termasuk potensi gangguan yang diperkirakan

Jurnal Studi Kepolisian | Edisi 070 | September-Desember 2008 53




ai .-;'da.p'at" be'rkerﬁba rg'menjadi gangguan nya’éa téritama kemungkinan _.
;._terjadmya kerusuhan massa “yang menjurus aksi-aksi - anarkhas'
.- melskukan, - ldenufikam terhadap kelompok - maupun tckoh~t0koh.

) ;.__.':yang sering mehbatkan diri atau berada dibeiakang aks; unjuk - rasa_

| 'ﬂ(penyandang dana .atau provokator) mengama‘n da

__'._memaham1
aerah. atau- w:iayah yang berpotensa terjadmya konﬂzk mengenali

_:_atau mempelajaﬂ pofa pola eskalas; kerusuhan. agar dapat dicegah
. sedini. mungkm sehmgga tidak, berkembang luas, dan mefakukan

penggatangan atau ciptakondisi dalam masyarakat yang bertu}uan agar
masyarakat umum ikut berpartisipasi dalam menjaga dan memel:hara

----keamanan, baik sebelum, seiama maupun sesudah penyelenggaraan
- Pemilu 2009

._'___deakan da!am rangka mengan‘ﬂsxpasa petensa gangguan kam‘abmas
_...guna menganﬁsspasn berbagai potensi gangguan. yang dmungkmkan
~..2kan terjadi batk. menjelang maupun. selama Pemalu maka. periu

. melakukan upaya yang bersifat preemtif melalui koordinasi dengan

.__.mstansx terkaat guna mengeismmzr atau. menghilangkan .setiap
_potensi. gangguan yang ada. Di sampmg itu juga. perlu melakukan

sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

._memberdayakan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mendukung tugas Polri melakukan penegakan hukum dan

- .mengamankan lingkungan masyarakat, dan memberdayakan forum-
.. forum vang telah terbentuk, seperii FKPM (Forum Komunikasi Polisi
. .dan Masyarakat) dan FKPP {Forum Komunikasi Parpol dan Polri).

‘Penanggulangan terhadap gangguan nyata, guna memberikan rasa

aman dan nyaman bagi masyarakat dan para kontestan Pemifu maka
setiap gangguan nyata sebelum dan selama pelaksanaan Pemilu perly
dilakukan upaya penanggulangan dalam bentuk tindakan represif atau
penegakan hukum secara tegas, konsisten dan tidak diskriminatif,
sesuai _dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - yang
berlaku, yang dalam pelaksanaannya Polri bekerjasama atau bersama-

54

sama-segenap-kompenen-masyarakat-maupunforam penegaxan
hukum yang ada. {*) '
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